LLEMBARAN DAERAH
KARUPATEN DAFRAH TINGKAT H SEMARANG

NOMOR : 7 TAHUN : 1981 SERI : D NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 21 TAHUN 1980
TENTANG

GARIS SEPADAN

. DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

Honimbang: a. bahwa semakin meningkatnya pe-
_ laksansan pembanguoan, maka sg
mekin meningkat pula volumeken
daraan yang melewati jalan da-
lam wilayah EKabupaten  Daeresh
Tingkat II Semsrang, sehingga
perlu penyediaan kemungkinan -
diperivasnya Jalan;

ot
Wil



Mengingat:

Menetapkan

b-

L

-
»

© o

bahwa ketentuan batas Jarak bg
ngunan dari poros jalan se-
bagaimana ditetapkan dalam lapg
piran Peraturan Eaerah ini di-

- pandang layak dan dapat memeny

hi tuntutan dimasa mendatang ;

bahwa sehubungan dengan hal df
maksud, perlu ditetapkan Per-

aturan Daerah tentang . garis
Sempadan. :
Undang-undang Nomor 5 tahun

1974 tentang Pokok-pokok Peme-
rintahan di Daerah (Lembaran
Negara R.I, Tahun 1974  Nomor
38, Tambahan Lembaran ~ Negara
Nomor 3037)

Undang-undang Nomor 13 Tahun
1950 tentangapemhentukan .Dae~
rah-daerah bupaten dalam ling
kungan Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAE KABUPATEN DAE-
RAH TINGKAT II SEMARANG TENTAKG
GARIS SEMPADAN,

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang

dimaksud dengan :

a, Garis Sempadan adalah garis
semu yang ditentukan oleh Pg
merinteh Kabupaten Daerah
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Tingkat II Semarang sepanjang
kiri kanan Jalan yang merupa-
kan batas yang tidak boleh dj
lampaul pada waktu mendirikan
bangunan ;

Garis Sempadan Jalen adalah
garis semu sepanjang kiri ka-
ran Jalan yang merupaskan ba-
tas yang tldak boleh dilampaul
pada walktu mendirikar  pagar
halaman atau tangga perumahan

"bangunhan yang menghacap ke ia

lan ;

Garis Sempadan bangunan ada-
lah garig semu sepanjang kiri
kanan Jalan yang morupakan bg
tas yang tidak boleh dilampaud
pada waktu mendirikan peruman
an atau bangunan lain.

| Pagal 2

Garis Sempadan Jalan dan Qaris
- Sempadan bangunan untuk : '

1.
2'

3.
k.
5.

kat II Semarang ;

dalan kelas I (Jalan Negarsa);
Jalan Propingl Salatipa - Ko~
peng  ; -
Jalan Propingl Bawen -~ Hage—
lang

Jalan -~ jalan di Ungaran s
Jalan - Jalan di Ambarawa ;
Jalan - Jalan di mekitar kota
Salatiga yang masuk dalam Wi-
layah Kabupaten Daerah Ting-
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'?. Jalanwjalan di Wilayah Kﬁ
camatan Tengaran
B Jalan—Jalan desa yang berw %
aspal: ; : i .

{

ditetapkan sebagal tercantum a

" da daftar’ jarak dan peta terw.
lampir dan' yang memuat kode: p_
ta gerta. penjelasannya.i,_' :

Paaal .3

Hal - hal yang belum diatur dalam Peratu'
Daerah ini askan diatur lebih. lanjut: den%

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat 1L Sg
marang, sepanjang mengenai pelaksanaannya.'%

Pasal - 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada ;
gal pengundangannya..{f; . : ;

Ungaran 11 Dessmber 1980

BUPATI’ KEPALA
DEWAN PERWAKILﬁN RAKYAT DAERAH, TINGKAT II

DAERAH KABUPATEN DAERAH sEHARANGf
TINGKAT II ol By T
KETUA,
. ttd. _ . ‘htd

(SIPAR HARDJOSOEMARTO) (Ir.SOEMONO MARTOS
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Diayahkan dengan Surat Keputusal Gubsrnvr
Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah 13  Maret
1981 Nomor 1883/53/1981.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupa-—
ten Daorah Tingkat 11 Semarang Nomor 7 tanggal
9 April 1981 Seri .D Nomor 3.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,
ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO

NIP, 01002674k,
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PENJELASAN
ATAS

. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR-21 TAHUN 1980
TENTANG
@ARIS SEMPADAN
PENJELASAN UMUM.

Dalam ketentuan ayat (1) Pasal 7 Pe
aturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1/Pd5
56 tentang membuat dan membongkar Bangunan
yang menyatakan bahwa " Sepanjang jmlan yang
akan ditunjuk dengan Surat Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Paerah dilarang mengadakan
bangunan-bangunan melampaui batas jarak dari

Jalan yang akan ditetapkan di ‘dalam Surat Kg
putusan tersebut .

Oleh karena itu beérdasarkan ketentuan ter-
sebut di atas Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Semarang mengingat pentingnya hal ter-
sobut di atas dalam kaitannya dengan pem-
bangunan Daerah Kabupatem Daserah Tingkat II
Semarang mengeluarkan Surat Heputusan yang
mendahulul Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Ting%at II Sanarang
tanggal 29 Juni 1973 Nomor .B.407/11-3/25

/73.
Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Semarang tersebut sampal saat mu-
- 1al berlakunya Peraturan Dserah ini, masih
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tetap dipakal sebagal pedoman dalam menentu -
kan garls sempadan bangunan.

Barhubungan dengan Peraturan Daerah Ng
mor )/P3/%¢ yang dipakal sebagail dasar di-~
tentukannya garis sempadan bangunan dalam wi-
layah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ,
dicabut, maka perlu segera menetapkan suatu
Peraturan Daerah sebagal landasan hukum yang
akan menpatur mengensal garis sempadan Jalan
dan bangunan. ;

Dalam Peraturan Daerah ini, di samping
mengatur tentang garis sempadan bangunan, ju-
ga mengatur pula tentang garis sempadan Jjalan
hal yang terakhir inl belum pernah diatur se-
cara resmi dalam bentuk peraturan.

Agar supaya Peraturan Dserah ini depst
dipahami dengan Jelas dan dapat dilaksanaken
dengan balk, maka pada Peraturan Daerah ini
dilampirkan pula suatu peta Wilayah Kabupsten
Daerah Tingkat 1II Semarang yang menggambarkan
adanya garls-garis sempadan, kode peta danpep
jelasannya, ditambah dengan lampiran lain yang
momuat daftar Jarak/ukuran garis sempadan ja-
lan dan bangunan.

Lampiran-lampiran yang disebutkan di atas me-
rupakan bagian dari Peraturan Daerah ini,

Jarek ukuran garis sempadan Jalan dan
bangunan tergebut adalah jarak ukuran yang sy
dah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dg
erah Tingkat 11 Semarang sejak beberapa tahun.
Yang lalu, yaitu sejak berlakunya Surat Ke-
putusar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sema-
rang tersebut.



‘Pératuran- Daera
sebagal suatu peraturan’ ang melengkapl -
aturan Dserah tentang Mewbuat dan

ini dapat“ d1katakan_

Bangunan dan sebagail penunjang agt béﬁguﬁ;

an dibidang prasarana jalan, keindahan ~ dan
ketertiban Daerah. .

Penjelasan pasal demimpasal
Pasal 1 : Cukup jelas.

Pagal 2 : dapat diketahui dalam Lampiran 1
Peraturan Daerah ini.

Pagal 3 :_-Cuku’p Jelas,
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